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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum hak atas tanah serta mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten
Lamongan, maka diperlukan pelaksanaan
percepatan pendaftaran tanah sistematis vyang
lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan dalam
ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Menteri Dalam  Negeri dan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A
Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 tentang

Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Lamongan tentang Pembiayaan Persiapan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41]),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730};
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SYAYAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1};
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017
tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1127);

13. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017
dan Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP
BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

9 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagail
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lamongan.

4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, Kkepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5 Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagal
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7 Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus mencrus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun,
termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

8 Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap yang selanjutnya disingkat
PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di
seluruh  wilayah  Republik  Indonesia dalam satu wilayah
desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang



meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data
yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk
keperluan pendaftarannya.

BAB II
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PTSL

Pasal 2

Pembiayaan persiapan PTSL meliputi :

a. kegiatan penyiapan dokumen,

b. kegiatan pengadaan Patok dan Meterai;

c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 3

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen

yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang

menguasai bidang tanah yang dimohonkan, paling sedikit berisi :

a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;

b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;

c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset
Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; dan

d. penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 4

Pembiavaan kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa kegiatan pengadaan patok batas
sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan meterai sebagai
salah satu syarat pengesahan surat pernyataan.

Pasal 5

Pembiavaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagalimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ berupa pembiayaan kegiatan yang

meliputi :

a. biaya penggandaan dokumen pendukung;

b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;

c. transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dalam rangka perbaikan
dokumen yang diperlukan.

Pasal 6

(1) Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibebankan kepada masing-masing peserta PTSL.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Kelompok Masyarakat
dengan melibatkan peserta PTSL.

(3} Besaran biaya vang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus rasional, wajar dan berdasarkan asas kepatutan.



(4) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya
pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIAPAN

Pasal 6

{1) Persiapan kegiatan PTSL dilakukan peserta PTSL.
(2) Peserta PTSL dapat menunjuk perwakilan untuk mengurus syarat
administrasi maupun dokumen lainnya yang diperlukan dalam PTSL.
(3) Perwakilan peserta PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berbentuk Panitia/Tim/Kelompok Masyarakat/penyebutan lainnya
sesuali karakteristik desa.
(4) Perwakilan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyail
ugas .
a. mengkoordinasikan dan membantu peserta PTSL dalam
pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL;
b. menghimpun, mengadministrasikan dan menggunakan biaya
persiapan vang telah ditetapkan dan disepakati;
c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
tugas dan penggunaan biaya persiapan kepada seluruh peserta
PTSL.

Pasal 7

Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memberikan pelayanan
kepada masyarakat peserta PTSL secara langsung atau kepada perwakilan
peserta PTSL untuk pemenuhan kelengkapan berkas pada pelaksanaan
kegiatan persiapan.

BAB [V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan
oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang
membidangi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan Camat
setempat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL yang sedang berjalan sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
rtd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI
Diundangkan di Lamongan

pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 23

N2
N g e SRR
M OMBE 79680114 198801 1001




